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TENTANG

[ZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL FITYAN SCHOOL BOGOR

DESA MEKARSARI KECAMATAN CILEUNGSI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Menimbang DA

Mengingal R O

4.

bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan
pendidikan  dasar  kepada masyarakat, serta mewujudkan
pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan 1zin
Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada Sekolah Dasar Islam
Terpadu (SDIT) Al Fityan School Bogor yang berlokasi Jl. Bengkel
Roda, Kp. Cipicung, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi,
Kabupaten Bogor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurul a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang
Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada Selkolah Dasar
Islam Terpadu (SDIT) Al Fityan School Bogor yang berlokasi Jl.
Bengkel Roda, Kp. Cipicung, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi,
Kabupaten Bogor.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Linglkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7S,
Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4496);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republile Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Aqum‘
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang . Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292 Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor
S5601):

Peraturan  Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 lentang  Standar
Nasional Pendidilean (Lembaran Negara Republilkk Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nepara Republilk Indonesia

Nomor 4496)  sebagaimana  f(elah diubah  dengan

Peraturan
lﬁ

emerintah - Nomor 32 Tahun 2013 tentang  Perubahan  atas
craturan  Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republile Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54 10);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 491 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan  Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republilk
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 51095) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor § 157);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintahh Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara
Republilk Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6215)

l)

H

- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Geralkan Nasional

Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan
Pemberantasan Buta Alksara;

. Peraturan Menteri Pendidilcan Nasional Nomor 19 Tahun 2007

tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang  Standar  Sarana  dan  Prasarana = untulk Sekolah
Dasar/Madrasah [btidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Peclayanan Minimal Pendidilkan Dasar
di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 464);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor~64 Tahun
2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809),

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun
2013 . tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8 10);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun
2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sckola.h
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 813;

19. Peraturan....
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Indonesia Tahun 2014 Nomot 007, ‘l ! SEEIR  SepeRlk
Peraturan Mentlert Dalam Nepert Nomor 138 Tahun 207
Penyelengearaan  Pelayanan Terpadu  Satu
Negara Tahun 2017 Nomor 10506),

Peraturan Dacrah Kabupaten Bopor Nomor 6 Tahun 2011

Penyclenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah [Kabupaten
Fahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Bogor Nomor 56;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran [);u-ml;
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Bogor Nomor 96);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudulan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45),

tentang
Pintu Daerah (Berita

tentang
Bogor
Kabupaten

. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
KKabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor
2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Kepada Kepala Peranglcat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor
Talhun 2018 Nomor 98);

. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pembentukan Produle Hulkum Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2018 Nomor 61);

. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang

Pembentulcan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: C-937.HT.01.02.TH 2004 tentang Pengesahan
Alta Pendirian Yayasan Al-Fityan, tanggal 02 Desember 2004,

Nota Kesepahaman antara PT Wisdom Property Management dengan
Yayasan Al-Fityan, tanggal 01 Agustus 2017 (ercatat pada Notaris
Rini Handayani, S.H. di Kabupaten Bogor;

Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta di
Linglkungan Dinas Pendidilkan Kabupaten Bogor, tanggal 18 Oktober
2018;

Berita Acara Rapat Pembahasan lzin Pendirian Sekolah Dasar (SD)
Swasta Nomor : 122/BAP-IP.SD/1/2019, tanggal 15 Januart 2019,

MEMUTUSKAN:. ...
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KIESIEMBILAN Badan penyelenogara wanh memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

melalui  Sistem Pelayanan  Perzinan Berusaha Terinlegrasi  Secara
Eleltronik darn Lembaga OSS Republik Indonesia

KESEPULUH o Keputusan mi mulai berlaku pada tanpeal ditetapkan .

Ditetapkan i Cibinong
Pada tanggal 01 Maroer 2019

KEPALA LUNASLENANAMAN MODAL DAN
MBRRPADU SATU PINTU

Tembusan :

. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

2. Yth. Bupali Bogor;

3. Yth. Walil Bupati Bogor;

4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (sebagai laporan);

5. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;

6. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

8. Yth. Camat Cileungsi Kabupaten Bogor;

9. Yth. Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
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